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ABSTRACT 
Diabetes melitus tipe 2 merupakan tantangan global yang dihadapi dalam bidang kesehatan dan telah 

direspons oleh Pemerintah Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, 

kepatuhan berobat pada pasien diabetes melitus tipe 2 tetap menjadi isu kritis meskipun upaya yang 

dilakukan oleh JKN. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang fenomena 

kepatuhan berobat pada pasien dengan diabetes melitus tipe 2 di bawah skema JKN melalui 

pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi 

partisipatif, dan analisis dokumen terkait selama periode Juni hingga Desember 2022. Penelitian ini 

melibatkan 40 partisipan di tiga puskesmas di Kota Bogor. Data dikumpulkan melalui proses one on 

one interview dan FGD, dihasilkan data berupa verbatim dan dilakukan analisis tematik. Penelitian ini 

telah memperoleh izin dari Komite Etik FK UI. Kepatuhan berobat tetap menjadi masalah utama 

dalam pengelolaan penyakit ini yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemahaman yang kurang, 

kendala akses, dan masalah sosial ekonomi. JKN diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan 

kesehatan dan obat-obatan, serta meningkatkan edukasi pasien untuk meningkatkan kepatuhan 

berobat. Meskipun demikian, implementasi JKN juga memiliki kendala seperti layanan yang kurang 

memuaskan dan prosedur yang panjang. Penelitian ini memberikan implikasi penting dalam 

pengembangan kebijakan dan praktik pengobatan bagi pasien diabetes di bawah JKN melalui 

peningkatan edukasi pasien dan penanganan kendala ekonomi. Perbaikan dalam layanan dan edukasi 

pasien masih diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan berobat dalam konteks program JKN. 
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NATIONAL HEALTH INSURANCE AND THE PHENOMENON OF TREATMENT 

ADHERENCE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS 

 

ABSTRACT 
Type 2 diabetes mellitus is a global health challenge and has been addressed by the Government of 

Indonesia through the National Health Insurance (JKN) program. However, treatment adherence in 

patients with type 2 diabetes mellitus remains a critical issue despite the efforts made by JKN. This 

study aimed to deepen understanding of the phenomenon of treatment adherence in patients with type 

2 diabetes mellitus under the JKN scheme through a qualitative approach. Research data were 

collected through in-depth interviews, participatory observation, and analysis of relevant documents 

during the period June to December 2022. This study involved 40 participants at three puskesmas in 

Bogor City. Data were collected through a process of one on one interviews and FGDs, verbatim data 

were generated and thematic analysis was conducted. This study has obtained permission from the 

Ethics Committee of FK UI. Adherence to treatment remains a major problem in the management of 

this disease which is influenced by factors such as lack of understanding, access constraints, and 

socioeconomic issues. JKN is expected to improve access to health services and medicines, and 

increase patient education to improve treatment adherence. However, the implementation of JKN also 

has obstacles such as unsatisfactory services and lengthy procedures. This study provides important 

implications for policy and practice development for diabetes patients under JKN by improving 
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patient education and addressing economic constraints. Improvements in service delivery and patient 

education are needed to increase treatment adherence in the context of the JKN program. 

 

Keywords: adherence; national health insurance; type 2 diabetes mellitus  

 

PENDAHULUAN 

Diabetes melitus tipe 2 menjadi salah satu penyakit kronis yang merupakan tantangan 

kesehatan global pada abad ini (Artasensi et al., 2020; National Diabetes Statistics Report 

2020. Estimates of Diabetes and Its Burden in the United States., 2020). Prevalensinya terus 

meningkat, dan dampaknya sangat signifikan bagi kualitas hidup pasien serta beban kesehatan 

masyarakat. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, tidak luput dari 

dampak epidemi diabetes ini. Dalam menghadapi beban penyakit diabetes yang semakin 

meningkat, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) sebagai upaya untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas 

dan merata bagi seluruh penduduk (Hidayat & Putri, 2023; Marpaung et al., 2023; Sepang & 

Mutmainnah.HS, 2023). JKN bertujuan untuk menyediakan perlindungan finansial dan 

layanan kesehatan yang komprehensif, termasuk bagi pasien dengan diabetes melitus tipe 2 

(Santoso et al., 2023; Sapari & Sulistiadi, 2023). Dalam hal ini, Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) telah menjadi sorotan utama dalam pembangunan sektor kesehatan di Indonesia.  

 

Namun, di balik upaya besar yang dilakukan oleh JKN, fenomena kepatuhan berobat pada 

pasien diabetes melitus tipe 2 tetap menjadi isu kritis yang perlu diteliti lebih mendalam. 

Kepatuhan berobat adalah aspek krusial dalam manajemen diabetes melitus tipe 2, karena 

pengobatan yang tepat dan konsisten sangat menentukan keberhasilan pengendalian penyakit 

dan pencegahan komplikasi yang berbahaya (Aditama et al., 2020; Aminde et al., 2019). 

Ketidakpatuhan dapat menyebabkan kontrol gula darah yang buruk, peningkatan risiko 

komplikasi, dan meningkatkan beban penyakit secara keseluruhan (Aminde et al., 2019; 

Giugliano et al., 2019). Oleh karena itu, menjaga kepatuhan berobat pada pasien diabetes 

melitus tipe 2 menjadi prioritas dalam upaya mencapai pengendalian penyakit yang optimal. 

Berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya kepatuhan berobat, 

kendala aksesibilitas, serta permasalahan sosial-ekonomi dapat menjadi hambatan bagi pasien 

dalam mengikuti pengobatan yang direkomendasikan (Fernandez-Lazaro et al., 2019; 

Jiraporncharoen et al., 2020; Kes & Gökdoğan, 2020). 

 

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang fenomena 

kepatuhan berobat pada pasien dengan diabetes melitus tipe 2 di bawah skema Jaminan 

Kesehatan Nasional. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat kepatuhan berobat, serta mengamati dampak dari JKN terhadap kepatuhan dan 

pengelolaan penyakit pada pasien diabetes melitus tipe 2. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan kesehatan yang 

lebih efektif, terutama dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya kepatuhan berobat pada diabetes melitus tipe 2. Selain itu, informasi dari 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat 

guna dalam meningkatkan kualitas pengobatan dan kualitas hidup pasien diabetes melitus tipe 

2 di Indonesia. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang 

mendalam tentang fenomena kepatuhan berobat pada pasien dengan diabetes melitus tipe 2 di 

bawah skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pendekatan kualitatif memungkinkan 

peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan sikap pasien secara mendalam, serta 
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faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan berobat. Data dikumpulkan selama periode 

bulan Juni - Desember 2022 melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis 

dokumen terkait. Partisipan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria inklusi 

meliputi pasien dewasa (usia di atas 18 tahun) dengan diagnosis diabetes melitus tipe 2, 

terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan aktif dalam pengobatan diabetes 

melitus tipe 2 di fasilitas kesehatan tertentu. Jumlah partisipan ditentukan berdasarkan prinsip 

kejenuhan data, yaitu pengumpulan data akan berhenti ketika tidak ada informasi baru yang 

muncul dari partisipan yang diwawancarai. Terdapat 40 partisipan yang bersedia turut 

berpartisipasi dalam penelitian ini.  

 

Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan partisipan untuk mendapatkan pemahaman 

mendalam tentang persepsi mereka terkait kepatuhan berobat, pengalaman menggunakan 

JKN, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka. Peneliti melakukan observasi 

partisipatif di tiga Puskesmas di Kota Bogor, yaitu Puskesmas Sempur, Puskesmas Merdeka, 

dan Puskesmas Belong. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis berbagai dokumen terkait 

JKN dan pengobatan diabetes melitus tipe 2, seperti kebijakan kesehatan, pedoman 

pengobatan, dan catatan medis. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

komprehensif tentang implementasi JKN dan peran jaminan kesehatan dalam kepatuhan 

berobat. 

 

Hasil wawancara mendalam akan direkam dan ditranskripsi secara verbatim untuk 

menganalisis konten secara mendalam. Data yang terkumpul akan dilakukan verbatim dan 

disandingkan dengan kata kunci yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis 

tematik, yang melibatkan identifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara, 

observasi, dan dokumen yang dianalisis. Tema-tema ini akan dikodekan dan dianalisis secara 

sistematik untuk menggambarkan fenomena kepatuhan berobat pada pasien dengan diabetes 

melitus tipe 2 di bawah JKN. Penelitian ini telah mendapat izin dari Komite etik FK UI dan 

telah memperhatikan etika penelitian yang meliputi informed consent, kerahasiaan data, dan 

perlindungan hak partisipan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berbicara mengenai sistem yang sangat dominan akan berpengaruh terhadap proses 

pengobatan pada pasien, tentunya adalah terkait dengan sistem kesehatan. Dalam penelitian 

ini, masalah sistem kesehatan yang paling nampak dan dapat digali secara mendalam, yaitu 

terkait dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.  

 
Gambar 1. Persentase Pasien Menggunakan Asuransi Kesehatan 

Jika dilihat dari diagram pada Gambar 1, maka dapat dinyatakan bahwa hampir seluruh pasien 

menggunakan asuransi, sedangkan hanya sebagian kecil yang tidak menggunakan asuransi 

dalam bentuk apa pun. Asuransi kesehatan menjadi hal yang penting untuk dimiliki saat ini 

(Cometto et al., 2020). Selain biaya kesehatan yang semakin meningkat seiring waktu, juga 
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kemudahan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan (Bukhman et al., 2020). Dengan 

adanya asuransi, masyarakat sebenarnya dapat dibantu mendapatkan layanan kesehatan, tidak 

hanya terkait tindakan kuratif (pengobatan), akan tetapi juga tindakan preventif (pencegahan), 

seperti dilakukan skrining kesehatan secara berkala.  

 

Beberapa pasien yang tidak memiliki asuransi dalam penelitian ini, rata-rata adalah karena 

belum mengurusnya. Mereka memiliki kendala waktu untuk mengurus dokumen-dokumen 

untuk melakukan pendaftarannya. Sebenarnya, mereka sudah diberikan edukasi dan 

penyuluhan terkait asuransi kesehatan, termasuk asuransi dari pemerintah, hanya belum 

diurus hingga kini. Rata-rata dari mereka juga terkendala karena masih menunggu untuk 

dimasukkan ke dalam peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) atau peserta asuransi kesehatan 

BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah. Hal ini memang menjadi fenomena yang masih 

belum teratasi hingga kini (Nurgahayu & Ulfah, 2020). Beban kesehatan yang semakin 

meningkat, tentu membuat mereka waspada dan ingin segera mendapatkan asuransi untuk 

membantu kondisi mereka, jika sewaktu-waktu diabetes yang dideritanya terjadi perburukan.  

“… Belum, baru mau mau tapi kadang-kadang lupa mau daftar terus kan kemarin kan ada 

ada ada apa mau ada kenaikan Ya udah ini lagi ya udah nanti aja dah, sampai sekarang 

belum, emang dulu pernah asuransi apa sih tapi udah keluar karena saya juga udah keluar. 

Saya pernah buka rekening di Muamalat ditawarin asuransi, apa itu di Muamalat, nah 

karena sekarang kan udah nggak di situ lagi saya pikir dulu kan ada itu cukup, tapi sekarang 

udah stop asuransi swasta itu, Insyaallah sih kedepannya mau ikut…” 

(WM, MW, Pasien Diabetes Komplikasi, dewasa, tidak patuh) 

 

Asuransi yang memang dikenal oleh masyarakat luas saat ini adalah asuransi BPJS (Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, di mana mereka akan memiliki KIS (Kartu 

Indonesia Sehat) sebagai bukti bahwa mereka telah terdaftar sebagai anggota aktif dari 

kepesertaan asuransi BPJS keseehatan tersebut. Namun, dari seluruh pasien yang terlibat 

dalam penelitian ini, nyatanya tidak semua pasien menggunakan asuransi BPJS. Dari data 

yang telah dihimpun oleh peneliti, terdapat beberapa jenis asuransi yang mereka gunakan 

untuk berobat.  

 

Pada dasarnya, asuransi ditujukan dalam memberikan akses kesehatan bagi seluruh warga 

negara Indonesia supaya semuanya mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, sehingga 

tidak ada masyarakat yang tidak dapat ditangani akibat hambatan ekonomi (Hidayatullah & 

Gutomo, 2020). Sistem universal health coverage tersebut ditujukan untuk memberikan 

kemudahan pula bagi pemerintah untuk melakukan kontrol terpusat terhadap keuangan 

asuransi tersebut, sehingga pemberian jaminan sosial dapat berjalan secara tepat sasaran dan 

memudahkan proses birokrasi dengan menyatukan berbagai sistem yang bercabang 

(Anggraeni et al., 2020; Kodriyah et al., 2020).   

 
Gambar 2. Persentase Pembayaran Asuransi Kesehatan Pasien 
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Dari data yang telah dihimpun terkait model pembayaran asuransi kesehatan ini, dapat dilihat 

pada Gambar 2. Persentase Pembayaran Asuransi Kesehatan Pasien 2, bahwa hampir 

sebagian besar pembayaran asuransi dilakukan oleh pemerintah, sedangkan sebagian lagi 

dibayarkan secara mandiri. BPJS, terbagi atas tiga kepesertaan, yaitu mandiri, penerima upah, 

dan penerima bantuan. Mandiri sudah pasti melakukan pembayaran secara sendiri, sesuai 

dengan kelas yang sesuai, sedangkan penerima upah bisa dibayarkan oleh tempat kerjanya 

atau pemerintah bila ia merupakan PNS, polisi, atau tantara, sementara itu penerima bantuan 

merupakan anggota yang dibayarkan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun 

daerah. 

 

Jika dilihat dari kendala pembayaran yang dihadapi, maka beberapa peserta memang 

mengeluhkan bagaimana beratnya membayar BPJS, terutama saat terbitnya aturan pada tahun 

2020 bahwa BPJS dengan kepesertaan mandiri akan dinaikkan iurannya, mereka merasakan 

kesulitan, dan akhirnya berupaya untuk melakukan turun kelas agar tidak terbeban dengan 

iuran yang tinggi. Mereka banyak yang beralih kelas, bahkan ada pula yang mengupayakan 

untuk masuk dalam keanggotaan PBI karena kondisi ekonominya yang sangat tidak 

memungkinkan untuk membayar asuransi tersebut. 

 

“… Pakai ada, ada alhamdulillah saya waktu itu saya mandiri tapi saya terus ngurusin buat 

ke PBI saya ke PBI, kalau di puskesmas nggak biasa aja iya yang penting kita punya asuransi 

kesehatan aja gitu waktu sebelum punya dianjurkan lah malah setelah punya malah 

dianjurkan lagi waktu itu kan kelas tiga yah kelas tiga dianjurkan lagi ikut ke, ikut aja tuh ke 

KIS, PBI katanya gitu akhirnya yah setelah punya ya alhamdulillah gitu …” 

(WM, M, Pasien Diabetes Komplikasi, dewasa, patuh) 

 

“… Saya kelas satu awalnya, terus tapi kan memang jarang dipake ya mas akhirnya saya 

pindah lagi ke kelas dua karena waktu itu kan ada apa tuh namanya, ada aturan per 

keluarga, saya akhirnya pindah ke kelas dua dengan tiga anak saya gitu kan, tiga anak saya 

terus berjalan hampir setahun atau dua tahun gitu kan, terus tiba-tiba kan ini, BPJS mau naik 

katanya, BPJS mau naik kan katanya gitu, sementara saya kan udah nggak bisnis yah, saya 

udah nggak bisnis, saya udah nggak menghasilkan uang gitu kan saya juga paling yah dari 

anak-anak ajalah gitu kan, yaudah akhirnya yaudah saya pindah lagi ke kelas tiga mas 

sekarang bertiga…”  

(WM, ES, Pasien Diabetes Komplikasi, lansia, tidak patuh) 

 

Beberapa pasien menyatakan terbantu dengan adanya asuransi BPJS Kesehatan ini. BPJS 

mampu mempermudah mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, walaupun mereka 

tidak memiliki biaya yang cukup.  

“…Kayaknya emang kalau nggak di tolong sama BPJS nggak tahu pak. BPJS tuh betul 

menolong sama warga kebetulan ya memang Allah sudah memberikan rezeki, pada waktunya 

kebayar pak gitu, yang kelas tiga itu saya. Alhamdulillah sampai sekarang badan 

kelihatannya mungkin nih…”  

(WM, AA, Pasien Diabetes Komplikasi, lansia, patuh) 

 

“…Alhamdulillah sih nggak yah kalau kita tahu prosedurnya apa, tahu aturannya selama kita 

memakai BPJS apalagi KIS yah tapi tidak ada kendala sih alhamdulillah. Mungkin kalau 

yang kurang sabar mungkin yang benar-benar apa, seperti banyak kendala gitu padahal mah 

mengikuti prosedur mah mungkin yah dengan sabarnya pasti jalannya lancar…”  

(WM, M, Pasien Diabetes Komplikasi, dewasa, patuh) 
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Beberapa pihak juga menilai bahwa penggunaan BPJS di lapangan juga memiliki kendala dan 

kekurangannya. Ketidaknyamanan dirasakan dalam penggunaan BPJS bagi beberapa pasien. 

Mereka merasakan adanya pemberian layanan kesehatan yang kurang optimal ketika mereka 

menggunakan asuransi BPJS kesehatan untuk berobat.  

 

“…Ya kalau untuk pelayanan kesehatan ya mungkin saya sih cuma minta ke pemerintah agar 

yang memakai BPJS kelas tiga itu kalau misalkan berobat ke rumah sakit itu jangan 

dipersulit kan kebanyakan kan mereka itu kan alasannya nggak ada kamar lah, penuh lah, 

jadi dipersulit, sedangkan kita harus lihat kondisi pasien kalau misalkan pasiennya masih 

bisa menunggu sih yah okelah disuruh nunggu gitu kan tapi kan pasien yang istilahnya harus 

segera ditangani sementara harus ngurus ini dulu, urus ini dulu, jadi lama jadi kan istilahnya 

ya memang kan maut itu ditangan Allah tapi kan jadi apa yah…” 

(WM, ES, Pasien Diabetes Komplikasi, lansia, tidak patuh) 

 

Beberapa pasien menyatakan bahwa penggunaan BPJS membutuhkan prosedur yang cukup 

panjang. Hal ini tentunya dirasakan sulit bagi banyak pasien, terutama dalam memenuhi 

berbagai dokumen administrasi yang dibutuhkan. Prosedur yang memakan waktu cukup lama, 

membuat mereka memilih menggunakan layanan biasa ketimbang harus menggunakan BPJS, 

karena tentunya mereka perlu cepat ditangani.  

 

“… Oh itu awalnya kan ibu tuh waktu itu udah parah banget kan dok, kakinya itu nah 

kebetulan itu hari sabtu dan udah sore akhirnya langsung dilariin ke rumah sakit gitu dan 

dioperasi di situ juga dirumah sakit itu juga jadi check up pun lewat apa lewat tunai 

semuanya awalnya tunai dok gitu karena ibunya udah kesakitan kan kalau BPJS mungkin 

terlalu lama ya prosesnya yah sedangkan ibu udah nggak tahan gitu kakinya jadi akhirnya 

mau nggak mau yaudah pakai cash gitu dok nggak pakai BPJS nah setelah beres operasi itu 

yang setelah beres operasi itu check up pertama kedua itu ama ketiga pakai cash nah 

akhirnya kita coba pakai BPJS tuh dok, ternyata bisa Cuma tetap tahapannya lumayan apa 

ya lumayan panjang lah gitu yaudah dari situ pakai BPJS deh…” 

(WM, R, Pasien Diabetes Komplikasi, lansia, patuh) 

 

Banyak pasien juga tampak masih mempertanyakan atau belum memahami batasan layanan 

yang dapat diklaim dan yang tidak oleh BPJS. Pasien seharusnya mendapatkan edukasi yang 

optimal tentang bentuk layanan seperti apa yang dapat ditanggung oleh BPJS. Perubahan 

tanggungan yang dilakukan oleh BPJS melalui beberapa peraturan yang dikeluarkan, 

seharusnya dapat diketahui secara langsung oleh pasien. Pembaruan informasi menjadi 

penting dalam hal ini agar tidak membuat pasien bingung atau memberikan suatu pandangan 

yang negatif terhadap asuransi BPJS kesehatan. 

 

“… Kalau ke puskesmas saya cuma tiap tanggal 02 itu minta obat bulanan, nanti seminggu 

kemudian saya cek darah gitu, cek darah puasa atau cek darah ini, apa, sewaktu sama asam 

urat paling itu mas. Karena kan memang jatah BPJS kan cuma dua, gula puasa doang, yang 

lain-lainnya bayar sendiri…” 

(WM, ES, Pasien Diabetes Komplikasi, lansia, tidak patuh) 

 

BPJS kesehatan yang tentunya bekerja sama dengan banyak fasilitas kesehatan primer seperti 

Puskesmas, juga turut serta mendorong upaya promotive sebagai bagian mengupayakan 

kesehatan masyarakat (Arti, 2020; A. Dewi et al., 2020). BPJS ikut andil dalam membiayai 

beberapa program pemeriksaan kesehatan secara gartis di Puskesmas bagi pesertanya yang 

terdaftar aktif. Terdapat beberapa pelayanan yang sebenarnya data dimanfaatka oleh pasien, 
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terlebih jika mereka terdaftar sebagai anggota aktif dari asuransi kesehatan tersebut. Berbagai 

layanan yang dapat dimanfaatkan tersebut, dapat dilihat pada Error! Reference source not 

found. berikut ini.  

 
Gambar 3. Ragam Kegiatan Terkait Kesehatan Diikuti Pasien 

Berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas untuk mengupayakan peningkatan 

kesehatan masyarakat, terutama dalam menangani kasus penyakit tidak menular, diantaranya 

adalah Posyandu Lansia, Prolanis, dan Posbindu. Di dalam kegiatan-kegiatan tersebut, pasien 

mendapatkan pemeriksaan rutin, di mana perkembangan diabetes melitus yang dideritanya 

akan dapat diketahui. Pemeriksaan rutin yang dilakukan antara lain, penimbangan, cek gula 

darah, senam, bahkan pasien dapat melakukan konsultasi secara langsung dengan tenaga 

kesehatan. Kegiatan rutin tersebut telah dilakukan oleh pasien selama beberapa waktu dan 

pasien tampak antusias dan rutin mengikuti kegiatan tersebut.  

 

“… Posbindu saya di tes itu juga apa itu tekanan, terus diukur lingkar perut, semua sih kan 

kadang-kadang juga ada wawancara, kadang-kadang juga apa tuh ada juga pemeriksaan itu 

gula, kolesterol walaupun bayar sedikit nggak seberapa lah gitu, Rp. 10.000 kalau nggak 

salah saya itu, apa Rp.15.000 yah terakhir itu…” 

(WM, A, Pasien Diabetes, dewasa, tidak patuh) 

 

 “… Kalau itu kan aku musti laporan tuh sebulan sekali yah ke prolanis yah laporan itu 

katanya buat tiap bulannya buat ke BPJS jadi kan tiap bulan aku di itu dikontrol ini, disuntik 

dari tangan itu di ambil darah dikontrol ke sana kadang ke kimia farma juga aku suka. Kalau 

di kimia farma kalau nggak salah tiga bulan sekali…” 

(WM, L, Pasien Diabetes, dewasa, patuh) 

 

Dalam observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, pasien yang mengikuti program 

puskesmas tersebut merasakan manfaat dengan mengikuti berbagai program yang 

diselenggarakan tersebut. Program layanan seperti posbindu ataupun prolanis mampu 

membuat pasien merasa diperhatikan, sehingga berpengaruh pada perilaku kepatuhan berobat 

mereka (Alkaff et al., 2020). Perhatian tersebut akan membuat pasien merasa nyaman dan 

akhirnya pasien akan menjadi patuh berobat, dalam hal ini memeriksakan kondisi 

kesehatannya secara rutin. 

 

“… saya sekarang ikut prolanis yah masuknya nah prolanis itu kan biasanya memang suka di 

apa, di perhatikanlah, diperhatikan oleh dokter yang ada di wilayah bukan di wilayah di 

puskesmas yang ikut terlibat dalam prolanis itu terus bidan-bidan lah atau apa gitu 

semuanya, alhamdulillah. Makanya sering diingatkan sering diperhatikan kalau misalnya 

obat habis atau sebelum habis atau misalnya mau minta gitu kan terus kalau misalkan mau 

minta di lab misalnya dok saya mau lab boleh nggak dok, boleh. Terus atau kadang gini di 
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lab yah, diambil darah yah ini ini ini gitu, alhamdulillah sih diperhatikan. Ada perhatiannya 

lah maksudnya gitu, jadi untuk kesehatannya ya mudah-mudahan stabil terus minum obatnya 

baik pokoknya…”  

(WM, M, Pasien Diabetes Komplikasi, dewasa, patuh) 

 

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam kepatuhan berobat pada pasien diabetes 

melitus tipe 2 di bawah skema JKN (Aptel & Toren, 2020; Wahyuni et al., 2021). Pasien yang 

menghadapi kendala finansial, seperti biaya pengobatan yang tinggi atau akses yang terbatas 

terhadap obat-obatan, mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi pengobatan mereka 

(Quan et al., 2023; Sidahmed et al., 2023). JKN diharapkan dapat mengatasi kendala ini 

dengan memberikan perlindungan finansial melalui jaminan kesehatan yang mencakup biaya 

pengobatan diabetes melitus tipe 2. Kemampuan pasien untuk mengakses obat-obatan yang 

diperlukan dengan biaya yang terjangkau dapat meningkatkan kepatuhan berobat (Kurnia & 

Elya, 2023; Lee et al., 2023). Selain faktor ekonomi, faktor pendidikan dan pemahaman juga 

berperan dalam kepatuhan berobat pasien diabetes melitus tipe 2 (Felix et al., 2020). 

Pendidikan yang adekuat tentang diabetes melitus tipe 2, pengelolaan penyakit, pentingnya 

pengobatan yang tepat, dan manfaat kepatuhan berobat dapat meningkatkan pemahaman 

pasien dan motivasi mereka untuk mengikuti pengobatan dengan konsisten (Shabibi et al., 

2017). Dalam konteks JKN, edukasi yang disampaikan kepada pasien oleh tenaga medis, 

termasuk tentang manfaat kepatuhan berobat di bawah skema JKN, dapat memberikan 

pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan kepatuhan (Lilyana & Pae, 2020; Maltinsky & 

Swanson, 2020). 

 

Implementasi JKN diharapkan dapat mempengaruhi kepatuhan berobat pasien diabetes 

melitus tipe 2 secara positif. Dengan adanya jaminan kesehatan yang komprehensif, pasien 

memiliki akses lebih mudah ke pelayanan kesehatan yang diperlukan, termasuk pemeriksaan 

rutin, pengobatan, dan edukasi terkait manajemen penyakit. Pasien mungkin lebih termotivasi 

untuk mengikuti pengobatan yang direkomendasikan karena beban finansial mereka 

berkurang (Nurgahayu & Ulfah, 2020; Sholehah, 2020). JKN juga dapat memengaruhi 

kepatuhan berobat melalui aspek aksesibilitas obat-obatan. Pasien dengan diabetes melitus 

tipe 2 membutuhkan obat-obatan secara teratur, dan ketersediaan obat yang cukup dan akses 

yang mudah dapat meningkatkan kepatuhan berobat. JKN dapat berperan dalam memastikan 

ketersediaan obat-obatan yang diperlukan dan mengurangi hambatan dalam mendapatkan obat 

secara konsisten. Selain itu, JKN juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan edukasi 

pasien tentang diabetes melitus tipe 2 dan manajemen penyakit. Melalui program-program 

edukasi yang disediakan dalam kerangka JKN, pasien dapat memperoleh pemahaman yang 

lebih baik tentang pengobatan yang direkomendasikan, pola makan yang sehat, aktivitas fisik, 

serta pentingnya mengelola penyakit mereka dengan baik. Peningkatan pemahaman ini 

diharapkan dapat mendorong kepatuhan berobat yang lebih baik pada pasien diabetes melitus 

tipe 2. 

 

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam pengembangan kebijakan kesehatan dan 

praktik perawatan pasien diabetes melitus tipe 2 di bawah skema Jaminan Kesehatan Nasional 

(Agustin et al., 2023; Salsabila et al., 2023). Temuan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan berobat dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang intervensi 

yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pasien. Dengan memperhatikan kendala 

ekonomi yang dihadapi pasien, dapat dilakukan langkah-langkah untuk memperluas cakupan 

jaminan kesehatan, mengurangi biaya pengobatan, atau menyediakan program bantuan obat 

bagi pasien yang membutuhkan (K. R. Dewi et al., 2023; Pratama et al., 2023). 
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Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa program edukasi yang diselenggarakan dalam 

kerangka JKN dapat ditingkatkan untuk memastikan pasien mendapatkan informasi yang 

tepat dan memadai tentang pengobatan dan manajemen penyakit diabetes melitus tipe 2. 

Edukasi yang efektif dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan 

motivasi pasien untuk mengikuti pengobatan dengan konsisten (Kim et al., 2020; Lilyana & 

Pae, 2020; Permatasari et al., 2020). Faktor-faktor seperti ekonomi dan pemahaman pasien 

mempengaruhi tingkat kepatuhan berobat, dan implementasi JKN dapat memiliki dampak 

positif pada kepatuhan berobat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan dan obat-obatan 

yang lebih baik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan 

dan praktik kesehatan dalam meningkatkan kepatuhan berobat dan pengelolaan penyakit pada 

pasien diabetes melitus tipe 2 di bawah skema Jaminan Kesehatan Nasional. 

 

SIMPULAN 

JKN ditujukan untuk memberikan perlindungan finansial dan layanan kesehatan 

komprehensif, termasuk untuk pasien diabetes. Namun, kepatuhan berobat tetap menjadi 

masalah utama dalam pengelolaan penyakit ini. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan berobat, seperti pemahaman yang kurang tentang pentingnya kepatuhan, kendala 

akses, dan masalah sosial ekonomi.  Faktor ekonomi dan pemahaman pasien berperan 

penting. JKN diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan obat-obatan, 

serta meningkatkan edukasi pasien.  
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